PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 250/PMK.05/2010
TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PADA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDOENSIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2010;
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Menetapkan

6. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 1990 tentang
Penulisan Angka Rupiah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang
Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tentang
Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Yang
Diteruspinjamkan Kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah
Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada
Akhir Tahun Anggaran;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.05/2010 tentang Tata
Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara
Umum Negara;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENCAIRAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA
UMUM NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya
disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah
Menteri Keuangan.

3. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
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10.

11.

12.

13.

Kuasa BUN di daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara.

Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah dana APBN yang
dialokasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN sebagai PA
selain yang dialokasikan untuk Kementerian Negara/Lembaga,
yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Kementerian
Negara/Lembaga/Pihak Lain sebagai Kuasa PA.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara adalah bagian anggaran
yang mengelola Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang
berada dalam kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara Yyang
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung
seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya
disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai
Kuasa BUN.

Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat
yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA,
adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab
dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan
oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya
disebut Pejabat Penandatangan SPM, adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas
Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah
Membayar.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara
dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat
DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dan disahkan oleh Menteri
Keuangan selaku BUN.

Surat  Keputusan Persetujuan  Pembayaran Pengembalian
Penerimaan, yang selanjutnya disebut SKP4, adalah jenis dokumen
pelaksanaan anggaran yang dipersamakan dengan DIPA yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/pejabat yang
ditunjuk yang berfungsi sebagai dasar pembayaran pengembalian
atas penerimaan negara yang disetorkan ke rekening milik BUN
yang dikelola oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
atau jenis dokumen pelaksanaan anggaran yang dipersamakan
dengan DIPA yang diterbitkan oleh Kepala KPPN yang berfungsi
sebagai dasar pembayaran pengembalian atas penerimaan negara
yang disetorkan ke rekening milik BUN yang dikelola oleh KPPN.

Surat Keterangan Telah Dibukukan, yang selanjutnya disebut SKTB,
adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Unit Verifikasi dan
Akuntansi Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau Seksi Verifikasi
dan Akuntansi KPPN atas penerimaan negara yang telah dibukukan
berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan.

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP,
adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/Kuasa
PA/Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar penerbitan SPM.

Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah
dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/Kuasa PA/Pejabat
Penandatangan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber
dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut
SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh
PA/Kuasa PA/Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan
alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain
yang dipersamakan kepada pihak ketiga dan/atau Bendahara
Pengeluaran.

Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D,
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa
BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan
SPM.

Surat Pernyataan Telah Diverifikasi adalah pernyataan yang
diterbitkan/dibuat oleh Kuasa PA yang menyatakan bahwa
penyaluran Subsidi (Public Service Obligation) telah diverikasi.
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22,

23.

24,

25.

26.

1)

(2)

©)

(4)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya
disingkat SPTJM, adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh
Kuasa PA yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh
pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan
untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan
pembayaran.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut
SPTB, adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang
diterbitkan/dibuat oleh Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen atas
transaksi belanja negara.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan, yang
selanjutnya disebut SPTPP, adalah pernyataan tanggung jawab
pengeluaran pembiayaan yang diterbitkan/dibuat oleh Kuasa
PA/Pejabat Pembuat Komitmen atas transaksi pengeluaran
pembiayaan.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan
Investasi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPTPP-IP, adalah
pernyataan tanggung jawab penyaluran dana  yang
diterbitkan/dibuat oleh Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen atas
transaksi pengeluaran investasi pemerintah.

Tanggal Valuta (value date) adalah tanggal pada saat terjadinya aliran
dana keluar/masuk dari Kas Negara, yang menjadi dasar
pengakuan realisasi pembayaran/pengakuan utang.

BAB |1
PRINSIP DASAR PELAKSANAAN

Pasal 2

Tahun anggaran berlaku sebagaimana  ditetapkan oleh
Undang-undang mengenai APBN.

DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara atas
beban APBN untuk tahun anggaran berkenaan.

Jumlah dana yang dimuat dalam DIPA merupakan batas tertinggi
dan tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan pengeluaran negara.

KPPN dapat melakukan pembayaran pengeluaran negara atas utang
luar negeri dan utang dalam negeri yang melampaui pagu DIPA,
sebelum ditetapkannya revisi DIPA.
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